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Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Pembayaran Biaya Dana (Cost of Fund) atas Penggunaan Dana Badan Usaha
Terlebih Dahulu Untuk Pembayaran Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
PSN pada Ruas Jalan Tol Cinere Jagorawi Periode 21 April s.d 31 Juli 2021

Yth. Kepala BPJT, Kementerian PUPR
Gedung Bina Marga Lantai 2
Jalan Pattimura No 20
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor TN.12.02-P/801 tanggal 13 Oktober 2021 hal

Permohonan Pembayaran Biaya Dana (Cost of Fund) atas Penggunaan Dana Badan Usaha

Terlebih Dahulu Untuk Pembayaran Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN pada Ruas

Jalan Tol Cinere Jagorawi Periode Pembayaran LMAN 21 April 2021 s.d 31 Juli 2021, dengan ini

diberitahukan bahwa permohonan pembayaran dimaksud pada prinsipnya dapat disetujui dengan

rincian sebagai berikut:

1. Proyek Strategis Nasional Sektor : Ruas Jalan Tol Cinere-Jagorawi

2. Cut off Perhitungan Cost of Fund : 21 April s.d 31 Juli 2021

3. Nominal Dana Talangan yang menjadi
dasar perhitungan Cost Of Fund

: Rp5.910.734.000,00 (lima miliar sembilan
ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh
empat ribu rupiah)

4. Jumlah Cost of Fund yang dimohonkan
untuk dibayar

Rp101.783.388,00 (seratus satu juta tujuh
ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus
delapan puluh delapan rupiah)

5. Nilai Biaya Dana (Cost Of Fund) yang
dibayarkan

: Rp101.783.388,00 (seratus satu juta tujuh
ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus
delapan puluh delapan rupiah).

Atas Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan Tol yang telah memenuhi ketentuan untuk

dilaksanakan pembayaran biaya dana (Cost of Fund) atas penggunaan dana badan usaha yang

telah lebih dahulu digunakan untuk pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah pada

pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut akan dilakukan melalui transfer dana ke

rekening atas nama badan usaha yang bersangkutan.

Persetujuan pembayaran tersebut telah memenuhi persyaratan pengadaan tanah

dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang

Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis

Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.
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Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Direktur Utama

Ditandatangani secara elektronik

Basuki Purwadi

Tembusan:
1. Ketua Tim Pelaksana KPPIP;
2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian ATR;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara u.p Direktur BMN, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Utama PT. Translingkar Kita Jaya;

5. PPK Pengadaan Tanah Tol Cinere-Jagorawi.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

%5b@penandatangan%5d
%5b@penandatangan%5d


LAMPIRAN
Surat Direktur Utama LMAN
Nomor:  S-698/LMAN/2022
Tanggal :  21 April 2022

PEMBAYARAN BIAYA DANA (COST OF FUND) ATAS RUAS JALAN TOL CINERE-
JAGORAWI PERIODE PEMBAYARAN LMAN TANGGAL 21 APRIL S.D. 31 JULI 2021

BADAN USAHA JALAN TOL
RUAS JALAN

TOL

 VERIFIKASI LMAN
 Status 

Penelitian 

LMAN

 Surat Keterangan 

Bebas Pemotongan

Pajak

 DANA TALANGAN

(Rp)

 COST OF FUND

(Rp)

PT. TRANSLINGKAR 

KITA JAYA

CINERE-

JAGORAWI
5.910.734.000 101.783.388* Sesuai Tidak Ada

JUMLAH 5.910.734.000 101.783.388*

*Akan dilakukan pemotongan PPh 23 sebesar 15%

                                                                                                    Ditandatangani secara elektronik

                                                                                                    Basuki Purwadi

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF
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SALINAN 

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 

NOMOR  20 /LMAN/2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS  

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA  

NOMOR 1/LMAN/2022  

TENTANG DAFTAR PRIORITAS PENDANAAN PENGADAAN TANAH 

BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 

TAHUN 2022 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan 

Tanah bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga 

Manajemen Aset Negara pada tahun 2022, telah ditetapkan 

Keputusan Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara 

Nomor 1/LMAN/2022 tentang Daftar Prioritas Pendanaan 

Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh 

Lembaga Manajemen Aset Negara Tahun 2022 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor 

17/LMAN/2022; 

  b. bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan 

Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP telah menyampaikan 

usulan perubahan alokasi dana Pengadaan Tanah untuk 

proyek jalan tol dan sumber daya air melalui: 

1. Surat Nomor IPW.3.1/13/D.VI.M.EKON.KPPIP/03/2022 

tanggal 14 Maret 2022 hal Penyampaian Penyesuaian 

Usulan Dana Talangan Tanah Jalan Tol TA 2022; 

2. Surat Nomor IPW/17/D.VI.M.EKON.KPPIP/03/2022 

tanggal 28 Maret 2022 hal Penyampaian Kebutuhan 

Realokasi Ke-1 Dana Pengadaan Tanah Sektor Sumber 

Daya Air Melalui DIPA LMAN Tahun 2022; dan 

3. Surat Nomor IPW.3.1/23/D.VI.EKON.KPPIP/04/2022 

tanggal 13 April 2022 hal Penyampaian Usulan Revisi 

Alokasi Dana Talangan Tanah T.A. 2022 Untuk PSN Jalan 

Tol Depok-Antasari, 
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sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan 

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor 

1/LMAN/2022; 

  c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara 

Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional 

Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, Direktur Utama 

berwenang menetapkan penyesuaian Daftar Prioritas 

Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Keputusan Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara 

tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Utama 

Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor 1/LMAN/2022 

tentang Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi 

Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset 

Negara Tahun 2022; 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang 

Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 135); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

589); 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 

tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek 

Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1110); 
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  5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 

7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1034); 

  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1319/KMK.05/2015 

tentang Penetapan Lembaga Manajemen Aset Negara Pada 

Kementerian Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah yang 

Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 

  7. Keputusan Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara 

Nomor 1/LMAN/2022 tentang Daftar Prioritas Pendanaan 

Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh 

Lembaga Manajemen Aset Negara Tahun 2022 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor 

17/LMAN/2022; 

Memperhatikan : 1. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

IPW.1/19/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2020 tanggal 8 Juni 

2020 hal Konfirmasi Penyesuaian Alokasi Anggaran 

Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan Tol 

Tahun Anggaran 2016-2019; 

  2. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan 

Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

T.IPW/62/D.VI.M.EKON.KPPIP/11/2020 tanggal 19 

November 2020 hal Realokasi Anggaran Untuk Pengadaan 

Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika; 

  3. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

T/IPW/54/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2021 tanggal 6 

September 2021 hal Prioritasi Alokasi Pencairan Tahap II 

Dana Pengadaan Tanah PSN TA 2021 dan Optimasi Dana 

Pengadaan Tanah PSN Tahun 2021; 
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  4. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

T/IPW/56/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2021 tanggal 13 

September 2021 hal Penyampaian Usulan Revisi Alokasi 

Dana Talangan Tanah T.A. 2020 untuk PSN Sektor Jalan Tol; 

  5. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

IPW/66/D.VI.EKON.KPPIP/10/2021 tanggal 29 Oktober 

2021 hal Penyampaian Usulan Revisi Alokasi Dana Talangan 

Tanah TA. 2021 untuk PSN Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-

Dawuan; 

  6. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

IPW/80/D.VI.M.EKON.KPPIP/11/2021 tanggal 26 November 

2021 hal Usulan Prioritasi Alokasi Dana SAL Untuk 

Pengadaan Tanah PSN Jalan Tol Trans Sumatera TA 2021; 

  7. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

IPW.3.1/81/D.VI.EKON.KPPIP/11/2021 tanggal 30 

November 2021 hal Surat Penyampaian Optimasi dan 

Realokasi Dana Pengadaan Tanah Sektor Transportasi ke 

Sektor Jalan Tol; 

  8. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

IPW.3.1/84/D.VI.M.EKON.KPPIP/12/2021 tanggal 9 

Desember 2021 hal Usulan Revisi Alokasi Dana Pengadaan 

Tanah TA 2021 Untuk PSN Jalan Tol Cibitung-Cilincing; 

  9. Surat Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan 

Pembangunan Selaku Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

IPW/210/SET.KPPIP/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 

hal Ralat Usulan Realokasi Ke-1 Prioritasi Pendanaan 

Pengadaan Tanah Melalui DIPA LMAN Tahun 2021; 
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  10. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan 

Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

IPW/06/D.VI.M.EKON.KPPIP/01/2022 tanggal 27 Januari 

2022 hal Realokasi Anggaran Pengadaan Tanah Melalui 

LMAN Sektor Kereta Api; 

  11. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan 

Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor IPW/11/D.VI. 

EKON.KPPIP/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Usulan 

Prioritasi Alokasi Dana Pengadaan Tanah Pencairan Tahap I 

PSN TA 2022; 

  12. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan 

Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

IPW.3.1/13/D.VI.M.EKON.KPPIP/03/2022 tanggal 14 Maret 

2022 hal Penyampaian Penyesuaian Usulan Dana Talangan 

Tanah Jalan Tol TA 2022; 

  13. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan 

Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

IPW/17/D.VI.M.EKON.KPPIP/03/2022 tanggal 28 Maret 

2022 hal Penyampaian Kebutuhan Realokasi Ke-1 Dana 

Pengadaan Tanah Sektor Sumber Daya Air Melalui DIPA 

LMAN Tahun 2022; 

  14. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan 

Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

IPW.3.1/D.VI.EKON.KPPIP/04/2022 tanggal 13 April 2022 

hal Penyampaian Usulan Revisi Alokasi Dana Talangan Tanah 

T.A. 2022 Untuk PSN Jalan Tol Depok-Antasari; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA MANAJEMEN ASET 

NEGARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN 

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 

NOMOR 1/LMAN/2022 TENTANG DAFTAR PRIORITAS 

PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS 

NASIONAL OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA TAHUN 

2022. 
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  Pasal I 

  Mengubah Lampiran I dan  Lampiran II Keputusan Direktur Utama 

Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor 1/LMAN/2022 tentang 

Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek 

Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Tahun 

2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Keputusan Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara 

Nomor 17/LMAN/2022, sehingga keseluruhan Lampiran 

Keputusan Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara 

Nomor 1/LMAN/2022 menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini. 

   

  Pasal II 

  Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

Keputusan Direktur Utama ini, akan dilakukan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

   

  Salinan Keputusan Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset 

Negara ini disampaikan kepada: 

  1. Menteri Keuangan; 

  2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 

  3. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan  Tata 

Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan 

Infrastruktur Prioritas; 

  4. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat; 

  5. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat; 

  6. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian 

Perhubungan; 

 

 

 7. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian 

Perhubungan; 
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  8. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif; 

  9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat; 

  10. Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi, LMAN; 

  11. Direktur Operasional dan Manajemen Risiko, LMAN; 

  12. Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan, LMAN. 

    

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 April 2022 

DIREKTUR UTAMA  

LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA, 

 

TTD 

 

BASUKI PURWADI 

Salinan dibuat sesuai dengan aslinya, 

Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi 
 

 
 
Sutanto Basuki 

NIP 19750125 199503 1 001 
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DAFTAR PRIORITAS PENDANAAN PENGADAAN TANAH  

BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA TAHUN 2022 

 

 

JENIS PROYEK: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL 

 

NO RUAS JALAN TOL 

TOTAL ALOKASI DANA 

SAMPAI DENGAN TAHUN 

2022 (Rp) 

ALOKASI DANA TAHUN 2022 (Rp) 

TOTAL ALOKASI DANA 

ALOKASI DANA 

PENGEMBALIAN DANA 

BADAN USAHA YANG 

DIGUNAKAN TERLEBIH 

DAHULU UNTUK 

PENGADAAN TANAH 

ALOKASI DANA 

PEMBAYARAN LANGSUNG 

1.  Pejagan – Pemalang* 
 

853.132.539.939,00 
                    

800.897.042,00  
                 

800.897.042,00  
                                          

-  

2.  Pemalang – Batang* 
         

1.314.963.002.159,00  
                 

6.581.734.486,00  
              

6.581.734.486,00  
                                          

-  

3.  Batang – Semarang* 
         

5.774.691.700.711,00  
            

208.335.239.709,00  
         

208.335.239.709,00  
                                          

-  

4.  Semarang – Solo* 
             

480.286.221.984,00  
                    

629.427.363,00  
                 

629.427.363,00  
                                          

-  

5.  Solo – Ngawi* 
         

1.135.998.146.514,00  

            

100.381.152.975,00  

         

100.381.152.975,00  

                                          

-  

6.  
Ngawi – Kertosono – 

Kediri 

             

336.339.956.948,00  

              

79.081.338.395,00  

            

78.081.338.395,00  

                 

1.000.000.000,00  

7.  Kertosono – Mojokerto* 
               

38.087.895.697,00  

                    

513.862.505,00  

                 

513.862.505,00  

                                          

-  

LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA MANAJEMEN ASET 
NEGARA  
NOMOR 20 /LMAN/2022 
TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA 
LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA NOMOR 
1/LMAN/2022 TENTANG DAFTAR PRIORITAS PENDANAAN 
PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL 
OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA TAHUN 2022 
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NO RUAS JALAN TOL 

TOTAL ALOKASI DANA 

SAMPAI DENGAN TAHUN 

2022 (Rp) 

ALOKASI DANA TAHUN 2022 (Rp) 

TOTAL ALOKASI DANA 

ALOKASI DANA 
PENGEMBALIAN DANA 

BADAN USAHA YANG 

DIGUNAKAN TERLEBIH 

DAHULU UNTUK 

PENGADAAN TANAH 

ALOKASI DANA 
PEMBAYARAN LANGSUNG 

8.  Mojokerto – Surabaya* 
             

282.129.233.574,00  
              

23.591.334.535,00  
            

23.591.334.535,00  
                                          

-  

9.  
Probolinggo – 
Banyuwangi 

             
924.174.404.700,00  

            
488.366.046.300,00  

         
169.662.029.600,00  

            
318.704.016.700,00  

10.  
Medan – Kualanamu – 
Lubuk Pakam - Tebing 

Tinggi* 

             

471.478.162.070,00  

                                          

-  

                                       

-  

                                          

-  

11.  
Palembang - Simpang 
Indralaya (bagian dari 8 

ruas Trans Sumatera)* 

               

42.197.487.575,00  

                                          

-  

                                       

-  

                                          

-  

12.  

Medan – Binjai (bagian 

dari 8 ruas Trans 
Sumatera) 

         
1.089.111.126.012,00  

                 
1.178.774.194,00 

                 
471.022.773,00  

                    
707.751.421,00  

13.  
Bakauheni – Terbanggi 
Besar (bagian dari 8 ruas 
Trans Sumatera)* 

         
3.901.243.878.419,00  

            
168.049.009.715,00  

         
168.049.009.715,00  

                                          
-  

14.  
Pematang Panggang – 
Kayu Agung (bagian dari 

8 ruas Trans Sumatera)* 

             

573.736.855.462,00  

                 

3.399.481.356,00  

              

3.399.481.356,00  

                                          

-  

15.  

Terbanggi Besar – 

Pematang Panggang 
(bagian dari 8 ruas Trans 
Sumatera)* 

         
1.351.299.126.864,00  

              
63.623.223.667,00  

            
63.623.223.667,00  

                                          
-  

16.  
Pekanbaru – Kandis – 
Dumai (bagian dari 8 

ruas Trans Sumatera) 

 
 

450.000.000.000,00 

            

115.005.748.797,00  

            

88.184.581.965,00  

              

26.821.166.832,00  
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NO RUAS JALAN TOL 

TOTAL ALOKASI DANA 

SAMPAI DENGAN TAHUN 
2022 (Rp) 

ALOKASI DANA TAHUN 2022 (Rp) 

TOTAL ALOKASI DANA 

ALOKASI DANA 

PENGEMBALIAN DANA 

BADAN USAHA YANG 

DIGUNAKAN TERLEBIH 
DAHULU UNTUK 

PENGADAAN TANAH 

ALOKASI DANA 

PEMBAYARAN LANGSUNG 

17.  

Kisaran - Tebing Tinggi 

(bagian dari 8 ruas Trans 
Sumatera) 

         
1.484.071.483.880,00  

            
776.030.005.272,00  

            
19.039.922.718,00  

            
756.990.082.554,00  

18.  
Sigli – Banda Aceh 
(bagian dari Trans 
Sumatera) 

         
1.143.920.583.788,00  

            
299.561.730.317,00  

            
88.267.010.582,00  

            
211.294.719.735,00  

19.  

Tebing Tinggi – Pematang 
Siantar – Parapat – 

Tarutung – Sibolga 
(bagian dari Trans 
Sumatera) 

             
978.671.717.595,00  

            
298.377.047.957,00  

            
55.925.501.118,00  

            
242.451.546.839,00  

20.  

Bukittinggi – Padang 
Panjang – Lubuk Alung – 

Padang (bagian dari 
Trans Sumatera) 

             
858.193.852.150,00  

            
465.377.198.987,00  

            
58.533.183.541,00  

            
406.844.015.446,00  

21.  
Binjai - Langsa (bagian 
dari Trans Sumatera) 

         

1.405.000.000.000,00  

            

800.280.578.373,00  

            

25.085.075.936,00  

            

775.195.502.437,00  

22.  

Pekanbaru - Bangkinang 

- Payakumbuh - 
Bukittinggi (bagian dari 

Trans Sumatera) 

             

449.125.138.379,00  

            

323.081.544.965,00  

            

56.341.515.790,00  

            

266.740.029.175,00  

23.  
Betung (Sp.Sekayu) - 
Tempino - Jambi (bagian 

dari Trans Sumatera) 

                 

2.000.000.000,00  

                 

2.000.000.000,00  

                                       

-  

                 

2.000.000.000,00  

24.  
Jambi - Rengat (bagian 

dari Trans Sumatera) 

               

46.000.000.000,00  

                 

3.870.771.569,00  

                                       

-  

                 

3.870.771.569,00  
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NO RUAS JALAN TOL 

TOTAL ALOKASI DANA 

SAMPAI DENGAN TAHUN 

2022 (Rp) 

ALOKASI DANA TAHUN 2022 (Rp) 

TOTAL ALOKASI DANA 

ALOKASI DANA 
PENGEMBALIAN DANA 

BADAN USAHA YANG 

DIGUNAKAN TERLEBIH 

DAHULU UNTUK 

PENGADAAN TANAH 

ALOKASI DANA 
PEMBAYARAN LANGSUNG 

25.  
Rengat - Pekanbaru 
(bagian dari Trans 

Sumatera) 

                     

100.000.000,00  

                    

100.000.000,00  

                                       

-  

                    

100.000.000,00  

26.  

Simpang Indralaya - 

Muara Enim (bagian dari 
Trans Sumatera) 

         
1.099.712.019.259,00  

            
435.916.109.572,00  

              
6.901.205.181,00  

            
429.014.904.391,00  

27.  
Lubuk Linggau - Curup - 
Bengkulu (bagian dari 
Trans Sumatera) 

             
240.136.239.837,00  

              
32.160.089.328,00  

                 
303.692.902,00  

              
31.856.396.426,00  

28.  Manado – Bitung 
         

1.516.648.380.903,00  
            

159.615.559.043,00  
         

116.306.637.660,00  
              

43.308.921.383,00  

29.  Balikpapan – Samarinda 
             

651.605.122.708,00  
            

152.763.610.848,00  
         

121.406.610.848,00  
              

31.357.000.000,00  

30.  Gempol – Pasuruan* 
             

534.115.233.356,00  
                                          

-  
                                       

-  
                                          

-  

31.  Pasuruan – Probolinggo 
             

936.725.529.976,00  
            

199.788.548.759,00  
            

79.622.981.759,00  
            

120.165.567.000,00  

32.  
Krian – Legundi – 
Bunder – Manyar 

         
1.005.751.299.765,00  

            
193.009.607.449,00  

              
5.402.952.603,00  

            
187.606.654.846,00  

33.  
Cileunyi – Sumedang – 
Dawuan 

         
5.348.852.857.971,00  

            
903.745.013.450,00  

         
763.939.035.865,00  

            
139.805.977.585,00  

34.  Pandaan – Malang 
         

2.678.659.318.832,00  

              

82.192.489.560,00  

            

62.556.060.303,00  

              

19.636.429.257,00  

35.  Soreang – Pasirkoja* 
               

66.732.983.987,00  

                 

5.040.244.822,00  

              

5.040.244.822,00  

                                          

-  
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NO RUAS JALAN TOL 

TOTAL ALOKASI DANA 

SAMPAI DENGAN TAHUN 
2022 (Rp) 

ALOKASI DANA TAHUN 2022 (Rp) 

TOTAL ALOKASI DANA 

ALOKASI DANA 

PENGEMBALIAN DANA 

BADAN USAHA YANG 

DIGUNAKAN TERLEBIH 
DAHULU UNTUK 

PENGADAAN TANAH 

ALOKASI DANA 

PEMBAYARAN LANGSUNG 

36.  Semarang – Demak 
         

1.641.205.723.006,00  

            

537.319.181.334,00  

         

375.392.862.789,00  

            

161.926.318.545,00  

37.  Serang – Panimbang 
         

1.811.568.335.148,00  

            

310.553.747.227,00  

            

84.928.553.086,00  

            

225.625.194.141,00  

38.  
Ciawi – Sukabumi - 

Ciranjang - Padalarang 

         

1.977.134.255.160,00  

            

554.688.031.874,00  

            

29.856.811.627,00  

            

524.831.220.247,00  

39.  
Yogyakarta - Solo - NYIA 

Kulonprogo 

         

4.539.018.922.846,00  

         

2.138.928.485.703,00  

         

400.000.000.000,00  

         

1.738.928.485.703,00  

40.  Yogyakarta – Bawen 
         

1.664.972.639.037,00  
         

1.127.059.475.800,00  
         

102.000.000.000,00  
         

1.025.059.475.800,00  

41.  Cibitung – Cilincing 
         

4.501.768.271.367,00  
            

968.064.453.194,00  
         

569.339.052.286,00  
            

398.725.400.908,00  

42.  Depok – Antasari 
         

3.693.627.616.904,00  
            

316.672.350.376,00  
         

144.792.439.872,00  
              

171.879.910.504,00  

43.  
Bekasi – Cawang – 

Kampung Melayu 
         

4.108.333.941.808,00  
            

766.986.875.011,00  
            

43.131.518.702,00  
            

723.855.356.309,00  

44.  Cinere – Jagorawi 
         

3.795.030.044.844,00  
            

930.166.316.758,00  
         

254.090.128.022,00  
            

676.076.188.736,00  

45.  Bogor Ring Road 
         

1.845.106.898.728,00  

              

30.640.067.387,00  

            

29.640.067.387,00  

                 

1.000.000.000,00  

46.  Kunciran – Serpong* 
         

3.229.087.552.995,00  

              

39.841.700.201,00  

            

39.841.700.201,00  

                                          

-  

47.  
Cengkareng – Batu Ceper 

– Kunciran 

         

5.630.271.213.268,00  

            

486.043.096.317,00  

         

330.231.261.396,00  

            

155.811.834.921,00  

48.  Serpong – Cinere 
         

4.232.349.852.443,00  

            

687.189.906.460,00  

         

139.856.453.636,00  

            

547.333.452.824,00  



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

 
- 13 - 

 

NO RUAS JALAN TOL 

TOTAL ALOKASI DANA 

SAMPAI DENGAN TAHUN 

2022 (Rp) 

ALOKASI DANA TAHUN 2022 (Rp) 

TOTAL ALOKASI DANA 

ALOKASI DANA 
PENGEMBALIAN DANA 

BADAN USAHA YANG 

DIGUNAKAN TERLEBIH 

DAHULU UNTUK 

PENGADAAN TANAH 

ALOKASI DANA 
PEMBAYARAN LANGSUNG 

49.  Cimanggis – Cibitung 
         

6.343.298.757.188,00  
            

725.415.519.764,00  
            

51.302.802.242,00  
            

674.112.717.522,00  

50.  
Sunter - Pulo Gebang 
(bagian dari 6 ruas Tol 

DKI Jakarta) 

             

888.900.139.765,00  

            

105.599.181.312,00  

         

105.599.181.312,00  

                                          

-  

51.  

Semanan – Sunter 

(bagian dari 6 ruas tol 
DKI Jakarta) 

             
160.905.897.030,00  

            
125.236.195.802,00  

         
125.236.195.802,00  

                                          
-  

52.  
Jakarta Cikampek II Sisi 

Selatan 

         

2.759.592.114.698,00  

         

1.131.219.452.841,00  

      

1.023.117.468.873,00  

            

108.101.983.968,00  

53.  
Akses Pelabuhan 

Patimban 

             

100.100.000.000,00  

            

100.100.000.000,00  

                                       

-  

            

100.100.000.000,00  

54.  Cost of Fund 
         

3.044.181.883.591,00  

            

250.134.755.214,00  

         

250.134.755.214,00  

                                          

-  

 TOTAL 
95.431.345.560.840,00  

   

17.724.306.213.885,00  

      

6.475.467.220.161,00  11.248.838.993.724,00  
Sumber Alokasi Dana Tahun 2022: Data saldo atau sisa dana di LMAN per 31 Desember 2021, usulan pergeseran alokasi dana, pencairan alokasi APBN TA 2022 Tahap 1 dan Alokasi 

tambahan yang bersumber dari SAL untuk JTTS Tahap 1. Sedangkan alokasi tambahan yang bersumber dari SAL untuk JTTS Tahap 2 masih menunggu proses perubahan Perpres. 

 

Keterangan: 

1. Total Alokasi Dana Sampai Dengan Tahun 2022 merupakan total alokasi anggaran dana Sektor Jalan Tol untuk masing-masing 

proyek dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022. 

2. Total Alokasi Dana Tahun 2022 merupakan total alokasi anggaran dana Sektor Jalan Tol yang dapat digunakan di Tahun 2022, 

bersumber dari saldo atau sisa dana di LMAN per 31 Desember 2021, ditambah dengan alokasi tambahan yang bersumber dari SAL 
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untuk Proyek JTTS Tahap 1 yang telah dicairkan kepada LMAN pada tanggal 31 Desember 2021, dan ditambah dengan pencairan 

Alokasi APBN TA 2022 Tahap 1 yang telah dicairkan kepada LMAN pada tanggal 22 Februari 2022. 

3. Alokasi Dana Pengembalian Dana Badan Usaha yang Digunakan Terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah Tahun 2022 merupakan 

alokasi anggaran pengembalian dana talangan Sektor Jalan Tol yang dapat digunakan di Tahun 2022, yang bersumber dari saldo 

atau sisa dana pengembalian dana talangan di LMAN per 31 Desember 2021. Alokasi pengembalian dana talangan  Tahun 2022 

tersebut didalamnya masih mengandung sebagian dana untuk pengembalian dana BUJT yang belum terbayarkan di Tahun 2021. 

4. Alokasi Dana Pembayaran Langsung Tahun 2022 merupakan alokasi anggaran Pembayaran Langsung Sektor Jalan Tol yang dapat 

digunakan di Tahun 2022, yang bersumber dari saldo atau sisa Pembayaran Langsung di LMAN per 31 Desember 2021. 

Catatan: 

1. Ruas Jalan Tol yang sudah dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 

(ditandai dengan *). Alokasi untuk ruas jalan tol tersebut ditujukan untuk melakukan penggantian dana badan usaha yang 

digunakan terlebih dahulu untuk pengadaan tanah pada saat berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional. Adapun pelaksanaan 

pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sesuai alokasi anggaran tersebut dilaksanakan mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Alokasi sebesar Rp866.100.000.000,00 yang bersumber dari pencairan SAL tahun 2021 yang sedianya dialokasikan untuk ruas 

Jalan Tol Trans Sumatera Tahap 2 yaitu Ruas Jalan Tol Betung (Sp.Sekayu) - Tempino – Jambi, Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat, 

dan Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru sebagaimana usulan yang disampaikan oleh Ditjen Bina Marga melalui surat Nomor 

KU.0207-BK/649 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Rencana Pengalokasian Tambahan Anggaran 

Pendanaan Lahan PSN oleh LMAN Tahun 2021 yang Bersumber dari SAL dan Surat KPPIP Nomor 

IPW/80/D.VI.M.EKON.KPPIP/11/2021 tanggal 26 November 2021 hal Usulan Prioritasi Alokasi Dana SAL untuk Pengadaan Tanah 

PSN Jalan Tol Trans Sumatera TA 2021, sementara ditunda pengalokasiannya ke dalam Project List Tahun 2022 terlebih dahulu, 

sambil menunggu proses revisi Perpres Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 

2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.  

3. Alokasi sebesar Rp495.000.000.000,00 yang bersumber dari pencairan Alokasi APBN TA 2022 Tahap 1 yang sedianya dialokasikan 

untuk ruas Jalan Tol Trans Sumatera Tahap 2 yaitu Ruas Jalan Tol Betung (Sp.Sekayu) - Tempino – Jambi, Ruas Jalan Tol Jambi 

– Rengat, dan Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru sebagaimana usulan yang disampaikan oleh Ditjen Bina Marga melalui surat 
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Nomor KU.02.07-Db/189 tanggal 23 Februari 2022 hal Penyampaian Usulan Pergeseran Alokasi Dana Pengadaan Tanah Proyek 

Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Penarikan Dana pada Pencairan Tahap I serta Surat Deputi 

Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim 

Pelaksana KPPIP Nomor IPW/11/D.VI.EKON.KPPIP/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Usulan Prioritisasi Alokasi Dana 

Pengadaan Tanah Pencairan Tahap I PSN TA 2022, sementara ditunda pengalokasiannya ke dalam Project List Tahun 2022 terlebih 

dahulu, sambil menunggu proses revisi Perpres Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 

Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.  

4. Sebagaimana Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor KU.02.07-Db/189 tanggal 23 Februari 2022 hal Penyampaian Usulan 

Pergeseran Alokasi Dana Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Penarikan 

Dana pada Pencairan Tahap I, alokasi DTT ruas Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulonprogo yang telah mendapat ijin Menteri 

Keuangan tidak seluruhnya dipenuhi di pencairan alokasi APBN TA 2022 Tahap I ini, namun hanya dipenuhi sebesar 

Rp400.000.000.000,00 terlebih dahulu. 

 

Referensi: 

 

1. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR.0201-Db/427 tanggal 8 

Mei 2020 hal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Anggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan Tol Tahun 

Anggaran 2016-2019; 

2. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor IPW.1/19/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2020 tanggal 8 Juni 2020 hal 

Konfirmasi Penyesuaian Alokasi Anggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan Tol Tahun Anggaran 2016-

2019; 

3. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU.01.07-Mn/1500 tanggal 26 Agustus 2020 hal Permohonan 

Revisi Alokasi Dana Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Tahun Anggaran 2020; 
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4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-806/MK.06/2020 tanggal 14 September 2020 hal Persetujuan Usulan Revisi Alokasi 

Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Berupa Jalan Tol Tahun Anggaran 2020; 

5. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor T/IPW/54/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2021 tanggal 06 September 2021 

hal Prioritisasi Alokasi Pencairan Tahap II Dana Pengadaan Tanah PSN TA 2021 dan Optimasi Dana Pengadaan Tanah PSN Tahun 

2021; 

6. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU.02.07-Db/969 tanggal 02 

September 2021 hal Prioritisasi Alokasi Pencairan Tahap II Dana Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol TA 2021; 

7. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor T/IPW/56/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2021 tanggal 13 September 2021 

hal Penyampaian Usulan Revisi Alokasi Dana Talangan Tanah TA 2020 untuk PSN Sektor Jalan Tol; 

8. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU.01.07-Mn/1320 tanggal 30 Juli 2021 hal Usulan Revisi Alokasi 

Dana Talangan Tanah TA 2020 untuk Proyek Strategis Nasional Jalan Tol; 

9. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU.02.07-Db/970 tanggal 02 

September 2021 hal Penyesuaian Usulan Revisi Alokasi Dana Talangan Tanah TA 2020 untuk Proyek Strategis Nasional Jalan 

Tol; 

10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-897/MK.06/2021 tanggal 30 September 2021 hal Persetujuan Usulan Pergeseran Alokasi Dana 

Talangan Tanah dan Ijin Dana Talangan Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Berupa Jalan Tol Tahun 

Anggaran 2021; 

11. Surat Direktur Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga Nomor KU.02.07-BK/647 tanggal 1 Oktober 2021 hal Tindak Lanjut 

Hasil Pembahasan Rencana Pengalokasian Tambahan Anggaran Pendanaan Lahan PSN oleh LMAN Tahun 2021 yang Bersumber 

dari SAL; 

12. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor IPW/66/D.VI.M.EKON.KPPIP/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 hal 

Penyampaian Usulan Revisi Alokasi Dana Talangan Tanah TA 2021 untuk PSN Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan; 
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13. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU.01.07-Mn/1770 tanggal 22 Oktober 2021 Hal Usulan Revisi 

Alokasi Pembayaran Langsung menjadi Dana Talangan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – 

Dawuan (Cisumdawu) TA 2021 

14. Surat Menteri Keuangan Nomor S-991/MK.06/2021 tanggal 11 November 2021 hal Persetujuan Usulan Pergeseran Alokasi Dana 

Talangan Tanah dan Ijin Dana Talangan Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Berupa Jalan Tol Tahun 

Anggaran 2021 pada Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu); 

15. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor IPW/80/D.VI.M.EKON.KPPIP/11/2021 tanggal 26 November 2021 hal 

Usulan Prioritasi Alokasi Dana SAL Untuk Pengadaan Tanah PSN Jalan Tol Trans Sumatera TA 2021; 

16. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor IPW.3.1/81/D.VI.EKON.KPPIP/11/2021 tanggal 30 November 2021 hal 

Surat Penyampaian Optimasi dan Realokasi Dana Pengadaan Tanah Sektor Transportasi ke Sektor Jalan Tol; 

17. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU.02.07-

Db/1308 tanggal 30 November 2021 hal Rencana Penggunaan Tambahan Alokasi Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis 

Nasional Jalan Tol TA 2021; 

18. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU.02.07-Mn/2100 tanggal 6 Desember 2021 hal Permohonan 

Ijin Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung – Cilincing TA 2021; 

19. Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor IPW.3.1/84/D.VI.M.EKON.KPPIP/12/2021 tanggal 9 Desember 2021, 

Usulan Revisi Alokasi Dana Pengadaan Tanah TA 2021 untuk PSN Jalan Tol Cibitung – Cilicing; 

20. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1194/MK.06/2021 tanggal 22 Desember 2021 hal Persetujuan Usulan Pergeseran Alokasi 

Dana Talangan Tanah dan Izin Dana Talangan Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Berupa Jalan Tol Tahun 

Anggaran 2021 pada Jalan Tol Cibitung – Cilincing; 
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21. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku 

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor IPW/11/D.VI.EKON.KPPIP/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Usulan Prioritisasi Alokasi 

Dana Pengadaan Tanah Pencairan Tahap I PSN TA 2022; 

22. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor KU.02.07-Db/189 tanggal 23 Februari 2022 hal Penyampaian Usulan Pergeseran 

Alokasi Dana Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Penarikan Dana 

pada Pencairan Tahap I; 

23. Surat Menteri PUPR Nomor KU.02.07-Mn/2101 tanggal 6 Desember 2021 Hal Permohonan Ijin Penggunaan Dana Talangan 

Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo TA 2022; 

24. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku 

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor IPW.3.1/01/D.VI.M.EKON.KPPIP/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 hal Penyampaian Usulan 

Revisi Alokasi Dana Talangan Tanah TA 2022 untuk PSN Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulonprogo; 

25. Surat Menteri Keuangan Nomor S-154/MK.06/2022 tanggal 15 Februari 2022 hal Persetujuan Pergeseran Alokasi dan Izin 

Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah PSN pada ruas Jalan Tol Solo – Yogyakarta – 

Kulonprogo; 

26. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Nomor KU.02.07-Mn/307 tanggal 21 Februari 2022 Hal 

Permohonan Percepatan Pengadaan Tanah Menggunakan Dana SAL APBN TA 2021 dan Persetujuan Dana Talangan Tanah (DTT) 

Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol TA 2022; 

27. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PR.02.01-Db/236 tanggal 10 Maret 2022 hal Penyesuaian Usulan Alokasi Dana 

Talangan Tanah Tahun Anggaran 2022; 

28. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku 

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor IPW.3.1/13/D.VI.M.EKON.KPPIP/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 hal Penyampaian 

Penyesuaian Usulan Dana Talangan Tanah Jalan Tol TA 2022; 

29. Surat Menteri Keuangan Nomor S-294/MK.06/2022 tanggal 03 April 2022 hal Sinkronisasi Proses Pembebasan Lahan dengan 

Pelaksanaan Konstruksi dan Persetujuan Penambahan Alokasi Dana Talangan Tanah yang bersumber dari Pergeseran Alokasi 

Skema Pembayaran Langsung; 
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30. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor KU.02.07-Db/391 tanggal 11 April 2022 hal Usulan Revisi Pencairan Tahap I Alokasi 

Dana Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Tahun Anggaran 2022; 

31. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku 

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor IPW.3.1/23/D.VI.M.EKON.KPPIP/04/2022 tanggal 13 April 2022 hal Penyampaian Usulan 

Revisi Alokasi Dana Talangan Tanah TA 2022 untuk PSN Jalan Tol Depok – Antasari. 
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DAFTAR PRIORITAS PENDANAAN PENGADAAN TANAH  

BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 

TAHUN 2022 

 

 

JENIS PROYEK: SUMBER DAYA AIR 

A. PROYEK BENDUNGAN 

 

NO BENDUNGAN 

TOTAL ALOKASI DANA 

SAMPAI DENGAN TAHUN 
2022  

(Rp) 

ALOKASI DANA TAHUN 
2022  

(Rp) 

1. Marangkayu*             38.141.799.624,00           30.676.642.182,00  

2. Kuningan           228.969.618.287,00             7.891.955.279,00  

3. Gongseng             41.960.775.715,00  -  

4. Pidekso           770.063.903.159,00           51.884.942.853,00  

5. Tugu             78.030.600.501,00           13.676.959.506,00  

6. Karalloe                4.719.127.000,00             1.478.924.000,00  

7. Keureuto             80.650.013.988,00           60.470.000.470,00  

8. Karian        1.617.443.375.927,00         522.914.193.309,00  

9. Lolak             33.882.748.153,00           25.190.662.827,00  

10. Passeloreng           599.396.957.028,00           22.804.318.108,00  

11. Tapin           259.492.109.452,00  -  

12. Ciawi           925.006.126.470,00           69.745.577.600,00  

13. Sukamahi           542.416.376.158,00           42.479.141.111,00  

14. Kuwil Kawangkoan           137.327.362.703,00           37.664.703.709,00  

15. Way Sekampung           212.982.693.250,00             3.236.654.000,00  

16. Cipanas           101.394.678.118,00           65.000.000.000,00  

17. Leuwikeris           396.854.960.717,00             9.250.000.001,00  

18. Napun Gete             47.670.626.539,00             2.500.000.000,00  

19. Rukoh           144.969.008.000,00         112.000.000.000,00  

20. Lausimeme           120.000.000.000,00         120.000.000.000,00  

LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA MANAJEMEN ASET 
NEGARA  
NOMOR 20/LMAN/2022 
TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA 
LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA NOMOR 
1/LMAN/2022 TENTANG DAFTAR PRIORITAS PENDANAAN 
PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL 
OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA TAHUN 2022 
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NO BENDUNGAN 

TOTAL ALOKASI DANA 
SAMPAI DENGAN TAHUN 

2022  

(Rp) 

ALOKASI DANA TAHUN 

2022  

(Rp) 

21. Ladongi             33.963.000.000,00                  71.438.974,00  

22. Sidan           126.772.826.130,00                187.983.075,00  

23. Pamukkulu           178.749.434.018,00           36.985.802.947,00  

24. Tiga Dihaji           122.808.602.280,00             5.000.000.000,00  

25. Bener        1.677.258.218.242,00         837.437.694.767,00  

26. Temef             38.238.536.916,00           38.238.536.916,00  

27. Marga Tiga        2.119.886.378.120,00      1.707.379.600.594,00  

28. Randugunting             50.031.560.000,00             2.060.616.000,00  

29. Semantok           153.133.049.158,00           96.955.858.744,00  

30. Sadawarna           717.845.501.548,00         491.157.297.057,00  

31. Bulango Ulu           302.104.484.427,00         217.830.034.677,00  

32. Meninting           324.446.528.115,00           41.944.363.828,00  

33. Bagong           175.246.167.769,00           76.667.287.351,00  

34. Bendo             43.712.415.339,00             1.143.894.703,00  

35. Mbay             85.000.000.000,00           85.000.000.000,00  

36. Jragung             57.726.156.916,00           38.976.849.916,00  

37. Jlantah           191.199.055.682,00           34.137.242.327,00  

38. Sepaku Semoi           296.900.000.000,00         295.441.911.906,00  

39. Budong-Budong             10.000.000.000,00           10.000.000.000,00  

40. Ameroro                7.272.356.006,00                268.103.467,00  

41. Manikin             15.000.000.000,00           15.000.000.000,00  

 TOTAL       13.108.667.131.455,00  5.230.749.192.204,00  

Sumber Alokasi Dana Tahun 2022: Data saldo atau sisa dana di LMAN per 31 Desember 2021, pencairan alokasi APBN 

TA 2022 Tahap 1, dan usulan pergeseran alokasi dana. 

 

 

B. PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI 

NO   DAERAH IRIGASI  

TOTAL ALOKASI DANA 

SAMPAI DENGAN TAHUN 

2022 

 (Rp) 

ALOKASI DANA 

TAHUN 2022 

 (Rp) 

1.  
Pembangunan Jaringan Irigasi 

Daerah Irigasi Lhok Guci 

            

101.342.924.958,00  

              

50.274.241.914,00  

2. 

Pembangunan Jaringan Irigasi 

Daerah Irigasi Jambo Aye 

Kanan 

              

88.064.060.714,00  

              

27.689.592.824,00  
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NO   DAERAH IRIGASI  

TOTAL ALOKASI DANA 

SAMPAI DENGAN TAHUN 

2022 

 (Rp) 

ALOKASI DANA 

TAHUN 2022 

 (Rp) 

3. 
Pembangunan Jaringan Irigasi 

Daerah Irigasi Lematang 

              

39.336.697.494,00  

                 

2.862.903.289,00  

4. 
Pembangunan Bendung dan 

Jaringan Irigasi D.I. Baliase 

            

532.830.170.208,00  

            

158.373.100.530,00  

5. 
Pembangunan Jaringan Irigasi 

Daerah Irigasi Rawa Telake  
 

                                          

-  

                                          

-  

6. 
Pembangunan Jaringan Irigasi 

Daerah Irigasi Lempuing 

              

22.282.982.013,00  

              

21.345.963.300,00  

  TOTAL  783.856.835.387,00   260.545.801.856,00 

Sumber Alokasi Dana Tahun 2022: Data saldo atau sisa dana di LMAN per 31 Desember 2021. 

 

 

C. PROYEK SARANA PRASARANA AIR BAKU 

NO  
 SARANA PRASARANA AIR 

BAKU  

TOTAL ALOKASI DANA 

SAMPAI DENGAN TAHUN 

2022  

(Rp) 

ALOKASI DANA 

TAHUN 2022  

(Rp) 

1.  
Sarana dan Prasarana Air 

Baku Karian 
 75.000.000.018,00   65.819.154.018,00 

  TOTAL  75.000.000.018,00   65.819.154.018,00 

Sumber Alokasi Dana Tahun 2022: Data saldo atau sisa dana di LMAN per 31 Desember 2021. 

 

 

Catatan: 

1. Proyek Bendungan Marangkayu (ditandai dengan *) dalam Project List Tahun 2022 

tersebut di atas, masih memiliki sisa alokasi dana pengadaan lahan PSN di LMAN 

yang sementara ini dihold dan tidak dapat digunakan lagi. 

 

Referensi: 

1. Surat Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Selaku Sekretaris 

Tim Pelaksana KPPIP Nomor IPW/210/SET.KPPIP/12/2021 tanggal 22 Desember 

2021 hal Ralat Usulan Realokasi Ke-1 Prioritasi Pendanaan Pengadaan Tanah Melalui 

DIPA LMAN Tahun 2021; 

2. Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor PR.02.01-

Aj/1081 tanggal 16 Desember 2021 hal Ralat Usulan Perubahan Ke-1 Prioritisasi 

Alokasi Kebutuhan Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) 

sektor Sumber Daya Air melalui Dana LMAN Tahun 2021; 

3. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 
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IPW/11/D.VI.EKON.KPPIP/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Usulan Prioritisasi 

Alokasi Dana Pengadaan Tanah Pencairan Tahap I PSN TA 2022; 

4. Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor PR.02.01-

Aj/173 tanggal 21 Februari 2022 hal Usulan Penambahan Alokasi Kebutuhan 

Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor Sumber Daya Air 

melalui Dana LMAN Tahun 2022; 

5. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

IPW/17/D.VI.M.EKON.KPPIP/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 hal Penyampaian 

Kebutuhan Realokasi Ke-1 Dana Pengadaan Tanah Sektor Sumber Daya Air Melalui 

DIPA LMAN Tahun 2022; 

6. Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor PR.02.01-

Aj/280 tanggal 25 Maret 2022 hal Usulan Perubahan Ke-1 Alokasi Pengadaan Tanah 

PSN di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Melalui Dana LMAN Tahun 

2022. 

 

DIREKTUR UTAMA  

LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA, 

 

TTD 

 

BASUKI PURWADI 

 

  Salinan dibuat sesuai dengan aslinya, 

Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi 
 
 

 
Sutanto Basuki 
NIP 19750125 199503 1 001 
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DAFTAR PRIORITAS PENDANAAN PENGADAAN TANAH  

BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 

TAHUN 2022 

  

JENIS PROYEK: PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PERKERETAAPIAN 

 

NO PROYEK 

TOTAL ALOKASI DANA 
SAMPAI DENGAN 

TAHUN 2022 
 (Rp) 

ALOKASI DANA 
TAHUN 2022  

(Rp) 

1. 
KA Makassar - Parepare (Tahap I dari 
pengembangan jalur Lintas Barat 
Sulawesi Bagian Selatan) 

      
1.275.040.000.000,00  

          
484.866.601.167,00  

2. 
LRT Terintegrasi di Wilayah 
Jabodebek (Tahap I) 

      
1.426.860.000.000,00  

          
112.383.014.336,00  

3. 
Double Track Jawa Selatan KA Solo 
Balapan – Kedungbanteng 

            
31.860.472.300,00  

                                        
-  

4. Double Track KA Purwokerto - Kroya 
                                        

-  
                                        

-  

5. KA Akses Bandara Adi Soemarmo* 
          

130.532.195.218,00  
                                        

-  

6. 
Double Track Jawa Selatan KA 
Jombang – Wonokromo 

            
77.000.000.000,00  

            
67.988.693.264,00  

7. 
Double Track Jawa Selatan KA Bogor 
– Sukabumi 

            
91.526.594.098,00  

            
13.689.657.877,00  

8. 
KA Akses Bandara Baru Yogyakarta, 

Kulon Progo 

          

223.427.000.000,00  

              

9.013.961.857,00  

9. KA Rantau Prapat - Duri - Pekanbaru 
          

264.074.210.684,00  

          

143.755.948.066,00  

10. 

KA Tebing Tinggi - Kuala Tanjung 

(mendukung KEK Sei Mangkei, 
bagian dari Jaringan KA Trans 
Sumatera) 

          
175.000.000.000,00  

          
168.158.419.202,00  

 TOTAL  3.695.320.472.300,00  999.856.295.769,00 
Sumber Alokasi Dana Tahun 2022: Data saldo atau sisa dana di LMAN per 31 Desember 2021, pencairan alokasi APBN 

TA 2022 Tahap 1, dan usulan pergeseran alokasi dana 

 

 

Catatan: 

1. Terdapat 1 Proyek KA yaitu KA Akses Bandara Adi Soemarmo yang sudah dikeluarkan 

dari Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 

LAMPIRAN III 
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA MANAJEMEN ASET 
NEGARA  
NOMOR 20 /LMAN/2022 
TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA 
LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA NOMOR 
1/LMAN/2022 TENTANG DAFTAR PRIORITAS PENDANAAN 
PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL 
OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA TAHUN 2022 
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2020 (ditandai dengan *) dan sudah tidak memiliki sisa alokasi dana pengadaan lahan 

PSN di LMAN yang dapat digunakan lagi; 

2. Sebesar Rp120.000.000.000,00 dari optimasi sektor Kereta Api akan dialokasikan 

pada proyek Pelabuhan New Ambon, yang saat ini masih menunggu penyelesaian 

proses penetapan lokasi. 

 

Referensi: 

1. Surat Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor IPW/06/D.VI.M.EKON.KPPIP/01/2022 

tanggal 27 Januari 2022 hal Realokasi Anggaran Pengadaan Tanah Melalui LMAN 

Sektor Kereta Api; 

2. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor 

KU.002/2277/K1/DJKA/2020 tanggal 25 November 2020 hal Realokasi Anggaran 

LMAN untuk Pengadaan Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika;  

3. Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.001/8/20/DJKA/2021 tanggal 28 

Desember 2021 hal Perubahan Usulan Realokasi Anggaran Pengadaan Lahan PSN 

Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); 

4. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

T.IPW/62/D.VI.M.EKON.KPPIP/11/2020 tanggal 19 November 2020 hal Realokasi 

Anggaran Untuk Pengadaan Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika; 

5. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

IPW/11/D.VI.EKON.KPPIP/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Usulan Prioritisasi 

Alokasi Dana Pengadaan Tanah Pencairan Tahap I PSN TA 2022; 

6. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.105/1/1/DJKA/2022 

tanggal 22 Februari 2022 hal Permintaan Pengembalian Anggaran Pengadaan Tanah 

PSN Sub Sektor Perkeretaapian oleh LMAN yang Dipinjam Sektor Jalan Tol. 

 

 

DIREKTUR UTAMA  

LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA, 

 

TTD 

 

BASUKI PURWADI 

  Salinan dibuat sesuai dengan aslinya, 
Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi 
 

 
 
Sutanto Basuki 

NIP 19750125 199503 1 001 
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DAFTAR PRIORITAS PENDANAAN PENGADAAN TANAH  

BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 

TAHUN 2022 

 

 

JENIS PROYEK: PEMBANGUNAN PELABUHAN BARU DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS 

 

 

NO PROYEK 

TOTAL ALOKASI DANA SAMPAI 

DENGAN TAHUN 2022  
(Rp) 

ALOKASI DANA 

TAHUN 2022 
(Rp) 

1. Pelabuhan Patimban          947.000.000.000,00  223.849.486.711,00  

 TOTAL          947.000.000.000,00  223.849.486.711,00  

Sumber Alokasi Dana Tahun 2022: Data saldo atau sisa dana di LMAN per 31 Desember 2021 dan pencairan alokasi 

APBN TA 2022 Tahap 1. 

 

 

 

Referensi: 

1. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP 

Nomor T/IPW/54/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2021 tanggal 06 September 2021 hal 

Prioritisasi Alokasi Pencairan Tahap II Dana Pengadaan Tanah PSN TA 2021 dan 

Optimasi Dana Pengadaan Tanah PSN Tahun 2021; 

2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KU.001/395/1 PHB 

2021 tanggal 29 Juli 2021 hal Optimasi Dana Pengadaan Tanah PSN Sektor Jalan 

Tol, Sektor Sumber Daya Air dan Sektor Transportasi; 

3. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP 

Nomor IPW/11/D.VI.EKON.KPPIP/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Usulan 

Prioritisasi Alokasi Dana Pengadaan Tanah Pencairan Tahap I PSN TA 2022; 

LAMPIRAN IV 
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA MANAJEMEN ASET 
NEGARA  
NOMOR 20/LMAN/2022 
TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA 
LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA NOMOR 
1/LMAN/2022 TENTANG DAFTAR PRIORITAS PENDANAAN 
PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL 
OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA TAHUN 2022 
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4. Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban 

Nomor UM.006/48/11/KSOP-PMB/2022 tanggal 21 Februari 2022 hal 

Penyampaian Rencana Penarikan Dana Pengadaan Pelabuhan Patimban Tahun 

Anggaran 2022. 

 

 

 

DIREKTUR UTAMA  

LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA, 

 

TTD 

 

BASUKI PURWADI 

  

Salinan dibuat sesuai dengan aslinya, 
Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi 

 
 

 
Sutanto Basuki 
NIP 19750125 199503 1 001 
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DAFTAR PRIORITAS PENDANAAN PENGADAAN TANAH  

BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 

TAHUN 2022 

 

 

 

JENIS PROYEK: KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) 

 

NO PROYEK 

TOTAL ALOKASI DANA SAMPAI 

DENGAN TAHUN 2022 
 (Rp) 

ALOKASI DANA 

TAHUN 2022  
(Rp) 

1. KEK Mandalika              104.000.000.000,00   19.074.603.929,00  

 TOTAL              104.000.000.000,00   19.074.603.929,00  

Sumber Alokasi Dana Tahun 2022: Data saldo atau sisa dana di LMAN per 31 Desember 2021. 

 

 

Referensi: 

1. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor 

T.IPW/62/D.VI.M.EKON.KPPIP/11/2020 tanggal 19 November 2020 hal Realokasi 

Anggaran Untuk Pengadaan Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika; 

2. Surat Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama 

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor B/KU.02.00/1308/S/2020 tanggal 30 

November 2020 hal Surat Dukungan. 

 

 

 

DIREKTUR UTAMA  

LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA, 

 

TTD 

 

BASUKI PURWADI 

 

 

 

LAMPIRAN V 
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA MANAJEMEN ASET 
NEGARA  

NOMOR 20/LMAN/2022 
TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA 
LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA NOMOR 
1/LMAN/2022 TENTANG DAFTAR PRIORITAS PENDANAAN 
PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL 
OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA TAHUN 2022 

 

Salinan dibuat sesuai dengan aslinya, 
Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi 
 

 
 

Sutanto Basuki 
NIP 19750125 199503 1 001 



Pendanaan Pengadaan
Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum
Pembangunan Jalan Tol Di Kota

Depok Oleh Pemerintah
(Tinjauan Yuridis Aspek

Kepastian Hukum Untuk
Pengadaan Tanah Jalan Tol

Cinere-Jagorawi)
by Ridwan Hardiawan 2

Submission date: 22-May-2023 09:55AM (UTC+0700)
Submission ID: 2098798302
File name: Isi_Tesis_Lengkap_Ridwan_Hardiawan_Rev_Turnitin.docx (3.36M)
Word count: 22997
Character count: 152288



12



12



12



12



9

12

12





12

12







16



9

12



3

3













1



10



11

12



6



4

4

4

4

4

12



4

4

4



4

6



1





12

12

14





1

1



1



1



17



1

7





12





1

1





8



8

9

10



8

10

10



8







8



8



1

15

15

15



1



1

1

1



1

1

1





1



4

4

4

10



9



9

9

9

10

10

10

16



10

10





6

6

6

14

14

16



14

14

14









6



9





1

1















9

12

12

14



9

9



6

6



9



1



1

1



1



2

17



2



2



1

1



3

3

5

5



5

5



3

5

13



3

3



1

1

3

3

13



3

13





9





1





1

1









1



6



1

14

14

14

14



1

7

14



1

1

9

12



1

7

7

9



14



1



1



1

1

16



1

16



1

2

2

2

2



2

2

3



2

5





1

2

16



1

5



1

5



1

3

3

5

5



5

5





3



8

9



1

1



1

14

14



1

1



1

1

16

16



7

9

16









1

15





11













19%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

1 3%

2 3%

3 2%

4 1%

5 1%

6 1%

7 1%

8 1%

Pendanaan Pengadaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum Pembangunan Jalan Tol Di Kota Depok Oleh
Pemerintah (Tinjauan Yuridis Aspek Kepastian Hukum Untuk
Pengadaan Tanah Jalan Tol Cinere-Jagorawi)
ORIGINALITY REPORT

PRIMARY SOURCES

www.jogloabang.com
Internet Source

docplayer.info
Internet Source

peraturan.go.id
Internet Source

scholar.unand.ac.id
Internet Source

www.lexregis.com
Internet Source

123dok.com
Internet Source

dspace.uii.ac.id
Internet Source

ditjenpp.kemenkumham.go.id
Internet Source



9 1%

10 1%

11 1%

12 1%

13 1%

14 1%

15 1%

16 1%

17 1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

dokumen.tips
Internet Source

mafiadoc.com
Internet Source

text-id.123dok.com
Internet Source

moam.info
Internet Source

peraturan.bpk.go.id
Internet Source

eprints.walisongo.ac.id
Internet Source

Miftahul Huda. "Hak Atas Memperoleh
Kepastian Hukum dalam Perspektif
Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak
Langsung", Jurnal HAM, 2020
Publication

repository.unpar.ac.id
Internet Source

download.garuda.kemdikbud.go.id
Internet Source


	lampiran.pdf (p.1-4)
	lampiran1.pdf (p.5-7)
	LAMPIRAN2.pdf (p.8-16)
	lampiran3.pdf (p.17-44)
	turnitin.pdf (p.45-184)



